
BUPAT!MUNA

PERATURAN BUPATt 

NOMOR TAHUN2013

TENTANG

PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HUAU D! KABUPATEN MUNA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATtMUNA,

Menimbang: a. bahwa datam rangka mewujudkan pembangunan yang berwawasan 
tingkungan di Kabupaten Muna guna meningkatkan mutu tingkungan 
hidup yang memenuhi standar baku mutu, maka pertu adanya 
penyediaan Ruang Terbuka Hijau;

b. bahwa untuk mengimbangi adanya penurunan daya dukung tahan yang 
dapat menimbutkan kerusakan tingkungan maka pertu ditakukan upaya 
peningkatan kuatitas tingkungan meiatui penyediaan Ruang Terbuka 
Hijau yang memadai;

c. bahwa tanggungjawab terhadap keiestarian tingkungan hidup 
merupakan tanggungjawab bersama antara Pemerintah Daerah dan 
masyarakat;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud datam huruf
a, b dan c pertu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Muna.

Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah- 
daerah Tingkat !t di Sutawesi;

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pertindungan dan 

Pengetotaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Repubtik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5059);



4- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Dan Kawasan 
Permukiman (Lembaran Negara Reputik tndonesia Tahun 2011 Nomor 27, 

Tambahan Lembaran Negara Repubtik indonesia Nomor 5188);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan (Lembaran Negara Repubtik tndonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Repubtik tndonesia Nomor 

5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan 

Petaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan 
Gedung (Lembaran Negara Repubtik tndonesia Tahun 2002 Nomor 134, 

Tambahan Lembaran Negara Repubtik tndonesia Nomor 4247);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1991 tentang Rawa (Lembaran 

Negara Repubtik tndonesia Tahun 1991 Nomor 35, Tambahan Lembaran 

Negara Repubtik tndonesia Nomor 3441);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Pembinaan dan Pengawasan Penyetenggaraan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Repubtik tndonesia Tahun 2005 Nomor 165, 
Tambahan Lembaran Negara Repubtik tndonesia Nomor 1593);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 

Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan 
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 

tndonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Repubtik 

Indonesia Nomor 4737);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara 

Petaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Repubtik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Repubtik tndonesia 

Nomor 4761);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyetenggaraan 

Penataan Ruang (Lembaran Negara Repubtik tndonesia Tahun 2010 
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Repubtik tndonesia Nomor 

5103);
12. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah 

Bagi Petaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum; sebagai 
mana tetah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun
2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 

tentang Penggadaan Tanah Bagi Petaksanaan Pembangunan Untuk 

Kepentingan Umum;



13-Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 6/PRT/M/2007 tentang 

Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan;

14.Peraturan Menteri Datam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan 

Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan,

15. Peraturan Menteri Datam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Datam Negeri Nomor 32 Tahun 2007 

tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyetenggaraan 
Pemerintah Daerah;

16.Peraturan Menteri Datam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang 
Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 05 Tahun 2011 tentang 
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 16 Tahun

2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga-tembaga Teknis Daerah 
Kabupaten Muna;

18.Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2010 Tentang Rencana 
Pembangunan Jangka menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Muna 
Tahun 2010 -  2015.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPAT) MUNA TENTANG PENGELOLAAN RUANG

TERBUKA H!JAU Dt KABUPATEN MUNA 

BAB!

KETENTUAN UMUM 

Pasat 1

Datam Peraturan Bupati ini yang dimaksud :

1. Daerah adatah Kabupaten Muna ;

2. Pemerintah Daerah adatah Pemerintah Kabupaten Muna;

3. Kepata Daerah adatah Bupati Muna ;

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang setanjunya disingkat SKPD adatah Satuan Kerja 

Perangkat Daerah yang berwenang dibidang tingkungan hidup;

5. Pejabat yang ditunjuk adatah Kepata Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan 

Pertamanan Kabupaten Muna;



6. Badan adatah suatu badan usaha yang bergerak datam bidang/usaha apapun baik 

berbentuk badan hukum maupun tidak;

7. Jatur Hijau adatah jatur Tanah terbuka yang metiputi Taman, Lapangan Otah Raga, 

Taman Monumen dan Taman Permakaman yang pembinaan, pengetotaan dan 

pengendatiannya ditakukan oteh pemerintah Daerah sesuai dengan rencana Kota;

8. Taman adatah ruang terbuka dengan segata ketengkapannya yang dipergunakan dan 

diketota untuk keindahan dan antara tain berfungsi sebagai paru-paru kota ;

9. Kawasan adatah suatu area yang dimanfaatkan untuk kegiatan tertentu dengan 

fungsi utama tindung atau budidaya ;

10. Ruang Terbuka Hijau adatah area memnajang/jatur dan/atau mengetompok, yang 

penggunaannya tebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yan tumbuh 

secara atamiah maupun yang sengaja ditanam ;

11. Ruang Terbuka Hijau Pubtik adatah Ruang Terbuka Hijau yang penyediaan dan 

pemetiharaannya menjadi tanggungjawab Pemerintah dan masyarakat Kabupaten 

Muna;

12. Ruang Terbuka Hijau Privat adatah Ruang Terbuka Hijau yang penyediaan dan 

pemetiharaannya menjadi tanggung jawab pihak/tembaga swasta, perseorangan dan 

masyarakat yang dikendatikan metatui izin pemanfaatan ruang oteh Kepata Daerah;

13. Penghijauan adatah segata kegiatan yang ditakukan untuk memutihkan, 

mempertahankan dan meningkatkan kondisi tahan beserta semua ketengkapannya 

dengan metakukan penanaman pohon petindung, perdu/semak hias dan 

rumput/penutup tanah datam upaya metestarikan tanaman dan meningkatkan 

kuatitas tingkungan hidup;

14. Pohon petindung adatah pohon yang pertumbuhan batangnya mempunyai garis 

tengah batangnya minimat 15 cm, berketinggian minimat 3 meter sampai tajuk daun, 

bercabang banyak, bertajuk tebar serta dapat memberikan pertindungan/naungan 

terhadap sinar matahari, contoh : Trembesi, Bungur, Tanjung, Sono Kembang, Sawo 

Kecik, Gtodogan dan sebagainya ;

15. Tanaman perdu adatah tanaman yang pertumbuhan optimat batangnya mempunyai 

garis tengah 1 sampai 10 cm, dengan ketinggian maksimat 3 sampai 5 meter, contoh :

$



Perdu : Soko, bunga Merak, Cassia mas, Kemuning, Kembang sepatu dan 

sebagainya;

16. Semak hias adatah tanaman yang pertumbuhan optimat batangnya bergaris tengah 

maksimat 5 cm, dengan ketinggian maksimat 2 meter, contoh : Phitodendron, 

Diffenbachia, Ptumbago, Heticonia, dan sebagainya;

17. Sarana penunjang adatah bangunan yang digunakan sesuai dengan fungsi Ruang 

Terbuka Hijau;

18. Sempadan pantai/sungai adatah kawasan tertentu sepanjang pantai atau kiri kanan 

sungai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan ketestarian fungsi 

pantai/sungai;

19. Hutan Kota adatah hamparan tahan yang bertumbuhkan pohon-pohon yang kompak 

dan rapat serta diatur sedemikian rupa diwitayah perkotaan baik pada tanah Negara 

maupun tanah hak, yang ditetapkan oteh pejabat berwenang;

20. Tanaman Khas Daerah adatah jenis tumbuhan atau tanaman yang khas tumbuh dan 

menjadi identitas daerah;

21. Median Jatan adatah ruang yang disediakan pada bagian tengah dari jatan untuk 

membagi jatan datam masing-masing arah serta untuk mengamankan ruang bebas 

samping jatur tatu tintas.

22. Pedestrian adatah areat yang diperuntukkan bagi pejatan kaki.

23. Pengetotaan Ruang Terbuka Hijau adatah upaya sistematis dan terpadu yang 

ditakukan untuk metestarikan fungsi Ruang Terbuka Hijau dan mencegah terjadinya 

pencemaran dan/atau kerusakan Ruang Terbuka Hijau yang metiputi perencanaan, 

pemanfaatan, pengendatian, pemetiharaan, pengawasan dan penegakan hukum.

BABH

TUJUAN, FUNGS! DAN MANFAAT 

Bagaian Kesatu 

Tujuan 

Pasa!2

Tujuan dari pembentukan Peraturan Bupati ini adatah :



(1) Untuk penghijauan guna mengurangi pencemaran udara, ketestarian tingkungan 
hidup atas sumber daya atam dan keseimbangan ekosistem tingkungan, sociat, 
kesehatan dan budaya;

(2) Mewujudkan suatu kawasan hunian yang asri, serasi dan sejuk serta berwawasan 
tingkungan;

(3) Menentukan keseimbangan antara ketersediaan Ruang Terbuka Hijau dan 
ketersediaan ruang terbangun;

(4) Menanggutangi berbagai penurunan kuatitas tingkungan yang berkaitan tangsung 
dengan kehidupan penghuni Kota sebagai kesatuan ekosistem diperkotaan;

(5) Menciptakan keindahan dan keseimbangan tingkungan kota; dan
(6) Membuka tebih tuas daerah resapan air.

Bagian Kedua 

Fungsi 

Pasat 3

Fungsi ruang terbuka hijau adatah :

(1) Menghindari terjadinya erosi dan mengurangi tingkat kerusakan tanah, tongsor dan 
sebagai penyangga kestabitan tanah;

(2) Mengatur tata air, sehingga air tidak mengatir sia-sia;
(3) Memberikan nitai keindahan (estetika) dan menjadi tempat yang nyaman bagi 

masyarakat;
(4) Metindungi dari teriknya sinar matahari pada siang hari sehingga masyarakat 

memperoteh keteduhan;
(5) Mengurangi tingkat kebisingan;

Bagian Ketiga 
Manfaat

Pasa!4

Manfaat Ruang Terbuka Hijau adatah :
(1) Sarana untuk mencerminkan identitas daerah;
(2) Sarana penetitian, pendidikan dan penyutuhan;
(3) Sarana rekreasi aktif dan pasif serta interaksi sociat;
(4) Sarana aktivitas sociat bagi masyarakat;
(5) Sarana ruang evakuasi untuk keadaan darurat;
(6) Meningkatkan cadangan oksigen diwitayah perkotaan.



BAB H)
JENtS DAN PEMANFAATAN

Pasa!5

(1) Ruang Terbuka Hijau terdiri atas:
a. RuangTerbuka Hijau Pubtik; dan
b. RuangTerbuka Hijau Privat.

(2) Pemanfaatan ruang terbuka hijau pubiic sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a diketota oteh Pemerintah Daerah dengan metibatkan para petaku 
pembangunan dan dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga ataupun antar 
Pemerintah Daerah.

(3) Pemanfaatan ruang terbuka hijau privat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b diketota o!eh perseorangan atau tembaga/badan hokum sesuai dengan 
Peraturan perundang-undangan.

(4) Jenis RuangTerbuka Hijau metiputi:
a. Jatan, median jatan dan pedestrian;
b. Kawasan dan jatur hijau Taman Kota;
c. Taman wisata atam;
d. Taman rekreasi;
e. Taman tingkungan perumahan dan permukiman;
f. Taman tingkungan perkantoran dan gedung komersiat;
g. Taman hutan raya;
h. Hutan Kota;
i. Hutan tindung;
j. Bentang atam seperti gunung, bukit, tereng dan [embah; 
k. Cagar atam;
I. Kebun raya;
m. Kebun binatang;
n. Pemakaman umum;
o. Lapangan otah raga;
p. Lapangan upacara;
q. Parkir terbuka;
r. Lahan pertanian perkotaan;
s. Jatur dibawah tegangan tinggi (SUTT dan SUTET);
t. Sempadan sungai, pantai, bangunan, situ dan rawa;
u. Lajur pengaman;
v. Daerah penyangga (buffer zone) tapangan udara; dan 
w. Taman atap (roo^gorden).

(5) Lokasi dan tuas Ruang Terbuka Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur 
datam Rencana Tata Ruang Witayah Kota.



PENGELOLAAN 

Pasat 6

(1) Pengetotaan ruang terbuka hijau ditaksanakan berdasarkan perencanaan tata 
ruang atau ketentuan yang ditetapkan oteh pemerintah daerah dengan 
memperhatikan keseimabangan tingkungan.

(2) Pengetotaan Ruang Terbuka Hijau ditaksanakan secara terpadu oteh instansi 
Pemerintah Daerah, masyarakat dan petaku pembangunan tainnya sesuai dengan 
bidang tugas dan tanggungjawab masing-masing.

(3) Setiap penghuni atau pihak yang bertanggungjawab atas rumah/bangunan atau 
persit yang terbangun diwajibkan untuk menghijaukan hataman/pekarangan atau 
persit dimaksud dengan menanam pohon petindung, perdu, semak hias, penutup 
tanah/rumput serta memetihara dengan baik.

(4) Sarana penunjang bagi kepentingan Ruang Terbuka Hijau tuasnya dibatasi dengan 
ketentuan pating tuas 10% (seputuh persen) dari tuas Ruang Terbuka Hijau ditokasi 
setempat.

Pasa!7

Guna mewujudkan pengetotaan yang memperhatikan keseimbangan tingkungan 
sebagaimana dimaksud datam Pasat 6 ayat (2), diatur ketentuan sebagai berikut:

a. Rumah Tinggat:

1. Jenis kaveting dengan ukuran kurang dari 120 m̂  wajib ditanami minimat 1 (satu) 
pohon petindung dan penutup tanah/rumput;

2. Jenis kaveting dengan ukuran 120 m̂  - 240 m̂  wajib ditanami minimat 1 (satu) pohon 
petindung, perdu dan semak hias serta penutup tanah/rumput dengan jumtah yang 
cukup;

3. Jenis kaveting dengan ukuran 240 n f - 500 n f wajib ditanami minimat 2 (dua) pohon 
petindung, perdu dan semak hias serta penutup tanah/rumput dengan jumtah yang 
cukup;

4. Jenis kaveting dengan ukuran tebih dari 500 n f wajib ditanami minimat 3 (tiga) 
pohon petindung, perdu dan semak hias serta penutup tanah/rumput dengan 
jumtah yang cukup;

5. Terhadap tuas kaveting yang tidak dimungkinkan untuk ditanami pohon 
penghijauan wajib ditanami dengan sistem pot dan tanaman gantung tainnya.



b. Setiap Pengembang Perumahan berkewajiban untuk mewujudkan 
pertamanan/penghijauan pada tokasi jatur hijau sesuai dengan rencana tapak/site ptan 
yang tetah disahkan oteh Kepata Daerah atau pejabat yang ditunjuk;

c. Bangunan Kantor, Hote), tndustri/Pabrik, Bangunan Perdagangan dan Bangunan 
Umum tainnya diwajibkan:
1. Untuk Bangunan yang mempunyai tuas tanah antara 120 m̂ - 240 n f wajib ditanami 

minimat 1 (satu) pohon petindung, perdu dan semak hias serta penutup 
tanah/rumput dengan jumtah yang cukup;

2. Jenis kaveting dengan ukuran tuas tebih dari 240 wajib ditanami minimat 3 (tiga) 
pohon petindung, perdu dan semak hias serta penutup tanah/rumput dengan 
jumtah yang cukup.

d. Setiap jatan diseturuh daerah diusahakan dapat ditanami dengan tanaman 
penghijauan;

e. Setiap orang dan/atau badan sebetum membangun wajib menyatakan kesediaannya 
secara tertutis untuk metakukan penanaman pohon pada sekitar bangunan yang 
direncanakan.

f. Setiap pemitik atau pihak yang bertanggungjawab atas tahan terbuka dengan sudut 
tereng diatas 15 derajat wajib menanam pohon penghijauan minimat 1 (satu) pohon 
petindung untuk setiap 1$ n f dan rumput dengan jumtah yang cukup.

Pasa! 8

Untuk pengetotaan Ruang Terbuka Hijau yang baik setiap penghuni atau pihak yang
bertanggungjawab atas rumah/bangunan diwajibkan:
a. Memotong, merapikan pagar tanaman yang berbatasan dengan jatan, dengan 

ketentuan tinggi pagar tanaman 1,50 (satu setengah) meter, bagian atas terbuka dan 
tidak menutupi pandangan dari arah depan/jatan;

b. Memeiihara jatan masuk dan memasang tampu penerangan dihataman/pekarangan;
c. Memetihara pohon atau tanaman dan memotong rumput sesuai batas 

hataman/pekarangan rumah/bangunan secara periodik;
d. Memetihara, mengatur dan mengawasi tanamannya agar tidak menganggu 

kepentingan umum.

Pasat 9
Kawasan-kawasan yang betum cukup diatur datam pasat 7, ditentukan sebagai berikut:
a. Kawasan Hijau Pertamanan Kota, pemanfaatannya tebih difungsikan sebagai taman 

dengan jenis tanaman tahunan maupun semusim yang bervariasi, 90% (sembitan putuh 
persen) dari tuas areat harus dihijaukan. Sedangkan 10% (seputuh persen) tainnya dapat 
digunakan untuk ketengkapan taman, seperti jatan setapak, bangku taman, kotam 
hias, dan bangunan penunjang taman tainnya;



b. Kawasan Hijau Hutan Kota dan Kawasan Konservasi, juga berfungsi sebagai taman 
Kota, ditanami jenis tanaman tahunan dengan jarak tanam rapat, 90% (sembi!an putuh 
persen) - 100% (seratus persen) dari tuas area) harus dihijaukan. Sedangkan area) 
tainnya dapat digunakan untuk ketengkapan penunjang kawasan tersebut;

c. Kawasan Hijau Rekreasi Kota, merupakan Ruang Terbuka Hijau yang pemanfaatannya 
sebagai tempat rekreasi baik aktif maupun pasif, vegetasi yang ditanam bervariasi, 
60% (enam putuh persen) dari !uas area) harus dihijaukan. Area! yang tidak dihijaukan 
digunakan untuk sarana/bangunan penunjang seperti Gazebo/Bate-bate, Kantor 
Pengetota, Ruang Pameran, Tempat Bermain Anak, Parkir dan ketengkapan taman 
tainnya;

d. Kawasan Hijau Permakaman, berfungsi sebagai Taman Pemakaman Umum yang 
diketota Pemerintah Daerah, pemanfaatan dikhususkan untuk pemakaman jenazah 
dengan vegetasi penutup tanah/rumput tebih dominan daripada tanaman petindung;

e. Kawasan Hijau Pertanian dan Pekarangan pemanfaatannya dikhususkan untuk 
menunjang bidang Pertanian Tanaman Pangan, Hortikuttura, 80% (detapan putuh 
persen) - 90% (sembitan putuh persen) dari tuas area! datam bentuk hijau;

f. Kawasan Hijau Jatur Hijau, merupakan Ruang Terbuka Hijau datam bentuk Jatur Hijau 
Tepi Pantai, Jatur Hijau Tepi Sungai, Jatur Hijau Tepi/Tengah Jatan, Jatur Hijau di bawah 
penghantar tistrik tegangan tinggi. Kawasan ini kurang tebih 90% (sembitan putuh 
persen) dari tuas areatnya harus dihijaukan dengan jenis vegetasi pohon, perdu, semak 
hias dan penutup tanah/rumput.

Pasat 10
Datam rangka pembinaan dan pengetotaan Ruang Terbuka Hijau, Pemerintah Daerah 
berkewajiban mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan 
kesadaran, tanggungjawab dan kemitraan semua pihak baik pejabat Pemerintah Daerah, 
swasta/Pengusaha dan masyarakat datam upaya pengetotaan, pemanfaatan dan 
petestarian tanaman dan Ruang Terbuka Hijau;

BABV 

PER)Z!NAN 

Pasat n

(1) Guna pengendatian, pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau, setiap usaha atau kegiatan 
oteh dan/atau untuk kepentingan perorangan atau Badan yang memakai tokasi 
Ruang Terbuka Hijau tidak boteh menyimpang dari fungsinya dan harus memperoteh 
izin dari Kepata Daerah atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan yang 
bedaku;

(2) Datam Surat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicantumkan 
persyaratan dan kewajiban untuk metakukan pengendatian dan petestarian Ruang
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Terbuka Hijau dan dapat ditambah persyaratan iain yang ditetapkan oteh Kepata 
Daerah;

(3) Pemegang izin ditarang metakukan kegiatan yang menyimpang dari izin yang teiah 
diberikan;

(4) tzin pemakaian Ruang Terbuka Hijau tidak dapat diperpanjang guna mewujudkan 
pemanfaatan RuangTerbuka Hijau sesuai dengan peranan dan fungsinya.

(5) Daiam ha) Surat izin tidak bertaku tagi maka tokasi (Ruang Terbuka Hijau) yang 
bersangkutan harus dikosongkan dengan sebaik-baiknya atas beban pemegang izin.

(6) Datam hat Kepata Daerah atau pejabat yang ditunjuk tetah mengetuarkan izin 
Pemakaian Ruang Terbuka Hijau kepada seseorang atau Badan tertentu, jika masa 
izin tersebut tetah berakhir maka tidak dapat diberikan perpanjangan kembati atau 
tidak akan diketuarkan izin baru kepada siapapun juga.

(7) Kepata Daerah dapat metimpahkan Kewenangan petayanan perizinan dimaksud 
datam Peraturan Daerah ini kepada pejabat yang ditunjuk.

(8) Kepata Daerah atau pejabat yang ditunjuk berwenang metakukan pengawasan dan 
penertiban terhadap pengetotaan, pemanfaatan dan pengendatian Ruang Terbuka 
Hijau.

Pasa!12

Kepata SKPD memberikan izin untuk memotong atau menebang pohon yang
berdiameter minimat 10 cm dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Apabila batang dan akarnya sudah tumbang atau busuk yang dapat merusak rumah 

atau bangunan sesuai dengan hasi) pemeriksaan dan penetitian teknis SKPD;
b. Apabita pemitik, penghuni atau penyewa tahan bermaksud untuk mengganti atau 

meremajakan pohon yang ada diruang pubtic, tertebih dahutu ditetiti dan 
dipertimbangkan oteh SKPD; dan/atau

c. Apabita pohon sesuai dengan hasit pemeriksaan atau penetitian teknis dari SKPD 
merupakan sumber hama atau penyakit bagi tanaman yang tain.

Pasa)13

(1) Penebangan atau pemtongan pohon setain ketentuan sebagaimana dimaksud datam 
Pasa! 12, wajib memperoteh izin dari Kepata Daerah, atas pertimbangan teknis dari 
SKPD.

(2) izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya bertaku sesuai dengan yang 
dimohonkan datam izin dan tidak bisa digunakan untuk metakukan penebangan 
pohon dituar izin yang dimohonkan.

(3) Pemotongan pohon yang tumbang dituar pekarangan atau hataman orang dan/atau 
badan adatah tanggungjawab Pemerintah Daerah.



(1)!zin sebagaimana dimaksud datam Pasat 13 dapat diberikan jika pohon yang 
dimohonkan izin mengganggu ketertiban umum dan berbahaya bagi tingkungan.

(2)Jika ketentuan dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi, maka permohonan izin ditotak 
dan kepada pemohon izin wajib memetihara dan menjaga pohon yang ada pada 
tingkungan kegiatannya.

BAB V! 
PERAN SERTA MASYARAKAT 

Pasa!15

(1) Masyarakat wajib berperan aktif datam memetihara dan menjaga kawasan ruang 
terbuka hijau.

(2)Datam rangka meningkatkan peran serta masyarakat, pemerintah dapat memberikan 
bantuan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasa!16

(1) Masyarakat memiiik hak dan kesempatan yang sama untuk berperan aktif datam 
pengetotaan ruang terbuka hijau.

(2)Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :
a. Metakukan pengawasan terhadap kegiatan atau tindakan yang dapat 

menimbutkan rusaknya ruang terbuka hijau.
b. Pemebrian saran dan keberatan kepada pihak yang bertanggungjawab terhadap 

pengetotaan ruang terbuka hijau.

Pasa! 17

(1) Pemerintah Daerah mendorong peran serta masyarakat datam penyetenggaraan 
ruang terbuka hijau.

(2)Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditakukan sejak 
penetapan tokasi ruang terbuka hijau, pengetotaan, pembinaan dan pengawasan.

(3) Peningkatan peran serta masyarakat ditakukan metatui kegiatan penyutuhan, 
sosiatisasi, dan bantuan teknis.



KERJASAMA PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HUAU 

Pasa! 18

(1) Pemerintah daerah dapat metakukan kerjasama pengetotaan ruang terbuka hijau 
dengan orang pribadi dan/atau badan.

(2) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
a. Penyusunan rencana penge!o!aan ruang terbuka hijau;
b. Pemetiharaan;
c. Periindungan dan pengamanan;
d. Penataan dan evaiuasi; dan/atau
e. Budidaya dan pembibitan.

BABVH!
PEMB!NAAN DAN PENGAWASAN 

Pasa) 19

(1) SKPD metakukan pembinaan dan pengawasan pada setiap petaksanaan pengetotaan 
ruang terbuka hijau.

(2) Petaksanaan, pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditakukan bersama-sama masyarakat secara terkoordinasi dengan instansi 
pemerintah terkait.

BABtX 
LARANGAN

Pasa)20

(1) Setiap orang dan/atau badan ditarang menebang, memotong, mengambit, 
membakar, merusak dan/atau tidakan [ain yang mengakibatkan matinya pohon 
tanpa memperoteh izin dari Kepata Daerah.

(2) Setiap orang dan/atau badan ditarang metakukan perubahan fungsi ruang terbuka 
hijau yang tetah ditetapkan sebagaimana dimaksud datam Pasat 3.

(3) Setiap orang dan/atau badan ditarang metakukan kegiatan yang mengakibatkan 
kerusakan atau penurunan fungsi ruang terbuka hijau.



SANKS! ADM)N!STRAS! 

Pasa!21

(1) Barang siapa memanfaatkan Ruang Terbuka Hijau tanpa memperoteh izin 
sebagaimana dimaksud pada pasa! 11 ayat (1) maka orang atau Badan tersebut harus 
menghentikan, mengosongkan dan mengembatikan sesuai keadaan semu!a atas 
beban yang bersangkutan.

(2) Datam hat ketentuan tersebut tidak dipenuhi maka Kepata Daerah atau pejabat yang 
ditunjuk berwenang me!aksanakan penghentian kegiatan secara paksa, 
pengosongan tokasi Ruang Terbuka Hijau dan mengembatikan sesuai keadaan 
semuta atas beban petanggar yang bersangkutan dengan ketentuan biaya yang 
ditetapkan oteh Kepata Daerah.

(3) Barang siapa memanfaatkan Ruang Terbuka Hijau yang menyimpang/bertentangan 
dari izin yang diberikan maka izin dicabut.

Pasa!22

Di daerah ditarang:
a. Menebang pohon yang dikuasai/mitik Pemerintah Daerah tanpa izin Kepata Daerah 

atau pejabat yang ditunjuk;
b. Merusak sarana dan prasarana taman atau Ruang Terbuka Hijau mitik/dikuasai oteh 

Pemerintah Daerah;
c. Metakukan pemindahan terhadap sarana dan prasarana Ruang Terbuka Hijau tanpa 

izin Kepata Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

B A B  X! 

PENGAWASAN DAN PENGENDAUAN 

Pasa!23

(1) Kepata Daerah atau pejabat yang ditunjuk berwenang metakukan pengawasan dan 
pengendatian atas petaksanaan Peraturan Kepata Daerah ini;

(2) Pengawasan dan pengendatian p taksanaan RTH Kabupaten Muna sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) ditakukan oieh Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan 

Pertamanan Kabupaten Muna sesuai dengan ketentuan yang bertaku.
(3) Tata cara dan mekanisme petaksanaan pengawasan dan pengendatian sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.



KETENTUAN PENUTUP 

Pasa!32

Pengaturan pengetotaan RTH Kabupaten Muna ini digunakan sebagai dasar datam 
petaksanaan bidang pengetotaan RuangTerbuka Hijau di Kabupaten Muna.

Peraturan ini mutai bertaku pada tangga) diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini 
dengan penempatannya datam Berita Daerah Kabupaten Muna.

Ditetapkan di Raha

Pada Tangga!, /0 — /  — 2013

Diundangkan di Muna

pada Tanggat ^2  -— /*** 2013
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